
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentan.g Pembentukan 
Kabupaten Sarnosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di 
Provinsi Sumatera Utara; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah; r PARAF KOORDlNASf I ------~~~~~~~~~~~- 

a. bahwa dalarn rangka mewujudkan perencanaan pembangunan 
yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan 
pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera 
Utara, Kabupaten Serdang Bedagai perlu menyusun Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang 
Bedagai Tahun 2022; 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022 

TENT ANG 

NOMOR d~f TAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 

BUPATI SERDANG BEDAGAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

Mengingat 

Menimbang 



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerin tahan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 
Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 TAhun 2018 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten.tang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2022; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai 
Tahun 2013-2033; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang 

L Bedagai; 
~ 23. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan., Eeraogka.t • .n.ae.1:a4abupaten 
____________ s_e_rdang Bedagai; L--Pt:!!J.~F_I~QO,R_Q}~~i! n 



Pasal 2 
abupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan 

pemb gunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun ang mengacu pada: 
a. ar kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten, RPJMD Provinsi, dan 

pro am prioritas nasional-dalam Rzy; 
b. ev asi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat 

Dae ah periode sebelumnya; . . 
c. ev asi capaian kinerja RK~D Tahunl2f))20 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 

202 ; dan · · - L{ 
d. visi rnisi, dan program kepala daerah terpilih, 

pJ.la1 3 
RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 merupakan pedoman dalam 
~=12~~ nan ~encan~ ~erja Perangkat D~e:~ _ Kab'-:lpatep-~~~~ ... 1~~ ,- 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 1 
Dalam eraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Da rah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 
2. Pe erintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. 
3. Ke ala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai. 
4. De an Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Ka upaten Serdang Bedagai. 
5. Pe angkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat PD 

Ka, upaten Serdang Bedagai adalah Perangkat Daerah di Lingkungan 
Kabupaten Serdang Bedagai. 

6. Ba, an Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai 
sel jutnya disingkat Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang 
me punyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
da rah di bidang perencanaan pembangunan daerah. 

7. Pe encanaan pembangunan daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, 
me alui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia 
ya.Ijlg dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, rnisi, 
tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
D~~~ah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja 
Perbangunan Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. 

8. Rercana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RP~PD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 
Se dang Bedagai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 
20 5 sampai dengan 2025. 

9. Re cana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen 
pe encanaan nasional untuk periode satu tahun. 

10. Re cana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 
y g selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022. 

11. Re cana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah 
do umen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu ) tahun. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021 
NOMOR : ~ .. --·--·-. -- ---·-------·---- ·- . , fJ~J) \!4 ,£\;-lti ... ~· ! i 
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Diundangkan di Sei Rampah 
pada tanggal > :>Uh :lOl.1 

SEKRETJ\RJS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 

~~~~~ 

H. M. FAISAL HASRIMY 

~ 
DARMA WIJAYA 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal ~ .'.)L( 1, .:101-1 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 

BAB III 
KETENTU AN PENUTUP 

Pasal 5 
RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 berikut lampirannya, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pendahuluan 
Gambaran Umum Kondisi Daerah 
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Penutup 

Pasal 4 
RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 disusun sebagai Sistematika 

berikut: 
BAB I 
BAB II 
BAB III 
BAB IV 
BAB V 
BAB VI 
BAB VII 

Plafon Anggaran Sementara dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2022. 


